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DJP Imbau Masyarakat Segera Lapor Pajak

B NOVITA INTAN

JAKARTA — Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) Kementerian Keuangan
mengimbau wajib pajak (WP) untuk se-
gera melaporkan surat pemberitahuan
(SPT) tahunan. DJP mencatat, sebanyak
4,6 juta SPT pajak 2021 telah dilaporkan
sampai 7 Maret 2022, Pelaporan SPT
WP orang pribadi akan berakhir pada 31
Maret 2022, sedangkan untuk WP ba-
dan akan berakhir pada 30 April 2022.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Uto-
mo mengatakan, realisasi pelaporan SPT
masih tergolong cukup jauh dari target
kisaran 15,2 juta SPT pada 2022. “Kami
melaporkan, sampai 7 Maret 2022, jum-

lah tersebut terdiri atas 4.5 juta SPT wa-
jib pajak orang pribadi dan sekitar 147
ribu SPT wajib pajak badan," ujar Sur-
vo dalam acara Pelaporan SPT Tahunan
Pejabat Negara secara virtual, Selasa
(8/3).

Suryo berharap pelaporan SPT ta-
hunan yang telah dilakukan oleh pejabat
negara dapat memberikan dorongan ke-
pada masyarakat untuk segera menyam-
paikan SPT tahunannya. Dia menekan-
kan, DJP telah mengembangkan pela-
vanan daring sehingga masyarakat da-
pat lebih mudah menunaikan kewajiban
perpajakannva.

"Sekiranya wajib pajak dapat me-
nyampaikan pelaporan SPT tanpa harus

datang ke kantor pajak, melainkan bisa
melaporkan pajak dari tempat masing-
masing dan kapan pun," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani In-
drawati meminta DJP untuk terus me-
ningkatkan dan memperbaiki pelayan-
an. Itu untuk memudahkan masyarakat
dalam membayar pajak serta bisa mem=
bantu mereka melaksanakan kewajiban
perpajakan dengan tepat waktu dan
tepat jumlah.

"Tentu saja dengan berbagai per-
baikan, kami bisa memberikan layanan
yang semakin baik bagi seluruh masya-
rakat," ujar Sri.

Sri menekankan, pajak merupakan
sistem gotong royong. Artinya, masyara-

kat yang mampu wajib membayar pajak,
sedangkan vang tidak mampu akan dito-
long dengan pajak itu.

"Oleh karena itu, semangat untuk
membayar pajak adalah semangat go-
tong royong membangun Indonesia agar
menjadi negara yang maju,” ucapnya.

Sri menuturkan, pemerintah saat ini
menaikkan tarif pajak penghasilan
(PPh) untuk masyarakat dengan peng-
hasilan kena pajak (PKP) lebih dari Rp
5 miliar menjadi 35 persen. Ketentuan
yang tertuang dalam Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
HPP) itu untuk memberikan keadilan
dan pemerataan pembangunan di Indo-
nesia.

Bagi masyarakat yang tidak mam-
pu, pemerintah memberikan bantuan
yang berasal dari pajak masyarakat
mampu berupa program keluarga ha-
rapan (PKH), sembako, dan bantuan
langsung tunai (BLT).

“Pajak juga banyak digunakan untuk
pendidikan, kesehatan, hingga pene-
gakan hukum. Pajak juga dipakai untuk
memberikan insentif dunia usaha dalam
bentuk penundaan atau pembayaran di-
tanggung pemerintah agar dunia usaha
cepat bangkit dan pulih dari pandemi
sehingga pada akhirnya pengusaha
mampu kembali membayar pajak,”
ucapnya.
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